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PEDOMAN WAWANCARA

KASUBAG Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

1.

2.

6.

Bagaimana bentuk Pengelolaan Parkir di MTQ Kota kendari.?

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun
2016 di MTQ Kota Kendari.?

Bagaimana upaya Pemerintah mengenai petugas parkir yang melanggar
aturan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 di MTQ Kota
Kendari dan Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 2 Tahun 2012.?

Apa tindakan Pemerintah-mengenai Petugas parkir liar yang masi ada di
MTQ Kota Kendari.?

Siapa yang bertanggung jawab soal pengelolaan- parkir di MTQ Kota
Kendari?

Bagaimana pemungutan-retribusi perparkiran di MTQ Kota Kendari.?

Penanggung Jawab Pengelolaan Parkir di MTQ (Daeng Jaya dan Adit)

1.

2.

Bagaimana sistem pengelolaan parkir dipelataran MTQ.?

Berapa petugas parkir resmi yang bertugas mengelola perparkiran
dipelataran MTQ.?

Bagaimana sistem pemungutan tarif parkir.?

Apa faktor munculnya petugas parkir liar di MTQ Kota Kendari.?

Apa hambatan bagi petugas parkir di MTQ tidak memakai atribut petugas
parkir.?

Apakah petugas parkir tau tentang peraturan parkir yang berlaku di MTQ

Kota Kendari.?



Pengguna Parkir/Masyarakat
1. Bagaimana menurut anda tentang parkir di MTQ Kota Kendari.?
2. Bagaimana tarif parkir yang diberikan bagi petugas parkir.?
3. Bagaimana pelayananya.?

4. Bagaimana menurut anda tentang petugas parkir.?



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0407) 395690 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultrad1@gmail.com

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusa

Kendari, 15 Juli 2019

Kepada
: 070/1891/Balitbang/2019 Yth. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi
D - dan Tata Ruang Prov. Sultra
. Izin Pengambilan Data di -
KENDARI
Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor

325/In.23/FS/TL.00/07/2019 tanggal 4 Juli 2019 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah
ini ; ’

Nama : KURNIAWAN

No. Identitas . 15030103029
Jurusan :  Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Lokasi Penelitian : MTQ Kota Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara,
Dalam Rangka Penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

“MPLEMENTASI PERDA KOTA KENDAR! NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIP HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS PENGELOLAAN PARKIR DI MTQ KOTA KENDARI)”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 15 Juli 2019 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya «ami menyetufe Kegidtar it s
dengan ketentuan :
1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undanganyang

berlaku.
2 Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3 Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi denaan

pemerintah setempat.
4. Waijib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.

5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq.Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata
pemegang surat izin im tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat lzin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PerbinaOtarha Muda, Gol] IV/c
Nip. 19680720 199301 1 003
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jalan Haluoleo No. 5 Kompleks Bumi Praja Kota Kendari - Sultra

Kendari, 24 Juli 2019

Nomor 436( %94 / uil/ 2y

Lampiran
Perihal : Izin Penelitian Kepada
Yth. Sdr. KURNIAWAN
Di,
Kendari

Sehubungan Surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor: 070/1891/Balitbang/2019 tanggal 15 Juli 2019
tentang Izin Penelitian- Sdr. KURNIAWAN untuk melakukan penelitian dalam
rangka penyusunan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERDA KOTA
KENDARI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIP HUKUM ISLAM
( STUDI KASUS PENGELOLAAN PARKIR DI MTQ KOTA KENDARI )",
maka pada prinsipnya kami Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang
Prov Suitra Menyetujur untuk melakukan penelitian tersebut.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA DINAS CIPTA KARYA

~~Pehtbina, TK. I Gol. IV/b
Nip. 19690217 199603 1 004

Tembusan :

1. Ka. Subag Tata Usaha Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Prov. Sultra
2. Arsip



Proses wawacara dengan kasubag Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Usaha Provinsi
Sulawesi Tenggara
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Proses wawacara dengan Daeng Jaya selaku penanggung Jawab parkiran bagian ayam kalasan
atau depan MTQ Kota Kendari.
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Proses wawacara dengan Adit selaku penanggung Jawab parkiran bagian bakso bakar atau
belakang MTQ Kota Kendari.

Proses wawacara dengan Muh. Rizaldi latif selaku pengguna parkir di MTQ Kota Kendari.



Cotoh karcis parkir yang berlaku di MTQ Kota Kendari.

Kantor Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
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